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ABSTRAK

Perkawinan campuran merupakan realita masyarakat laksana
bola salju yang senantiasa terus bergulir dari waktu ke waktu. Hal ini da-
pat terjadi pada masyarakat Indonesia yang memiliki pluralisme agama.
Meski semua agama tidak membenarkan adanya praktik perkawinan
campuran, pada kenyataannya dengan alasan karena pasangan pria dan
wanita merasa ada kecocokan dan saling cinta, sehingga peristiwa ter-
sebut acap kali terjadi dalam kehidupan di setiap tahunnya tanpa
mengenai status sosial, martabat, tingkat intelektual dan ketaatan dalam
agama yang dianut.

Secara konseptual, larangan perkawinan campuran telah memi-
liki landasan yang kuat dalam hukum Islam, namun aplikasi hukum ter-
sebut di kalangan penganut agama Islam tetap saja terjadi, sementara
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di
Indonesia, perkawinan campuran melarang setengah hati sebagaimana
Pasal 66, sehingga seakan tidak mengatur secara tegas.

Mengingat selama ini perkawinan campuran yang dilarang da-
lam berbagai sudut agama terlebih hukum Islam tidak memiliki dampak
positif dalam kajian berbagai norma, maka seyogyanya untuk lebih ber-
sinergis pemberlakuan larangan tersebut di Indonesia diperlukan cam-
pur tangan pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam membuat pera-
turan larangan kawin campuran.

Kata-kata kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Islam, UU No. 1
Tahun 1974
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A. Pendahuluan

Perkawinan campuran terma-

suk masalah rumah tangga yang
banyak mengandung persoalan-
persoalan sosial dan yuridis demi-
kian menurut Dr. Rebecca Liswood
dalam bukunya First Aid for The
Happy Marriage, selanjutnya
Rebecca yang memiliki spesifikasi
dalam bidang perkawinan ini
menyatakan bahwa:
“Sangat sukar sekali meyakinkan
generasi muda untuk merenung-
kan secara hakiki tentang per-
kawinan dengan berbeda agama
dimana mereka senantiasa akan
menghadapi persoalan-persoalan
yang sungguh menegangkan dan
menentukan. Generasi muda se-
nantiasa menolak dan selanjutnya
meyakinkan dirinya bahwa cinta
akan dapat mengatasi segala-
galanya...”, Selanjutnya Rebecca
juga mengutip ucapan Colley Cib-
ber bahwa “betapa banyaknya pen-
deritaan yang terdapat dalam ling-
karan kecil cincin perkawinan.”
(Sudin, 1971: 31).

Demikian juga alasan lain
mengapa agama Islam yang di-
turunkan sebagai agama paling
akhir bertujuan untuk memberi pe-
tunjuk kepada umat manusia jalan
yang lurus yang dapat mendatang-
kan kebahagiaan dan keselamatan
bagi mereka baik di dunia maupun
di akhirat. Karenanya, Islam tidak

menganjurkan segala sesuatu jika
tidak mendatangkan manfaat yang
dapat diperoleh dari perbuatan itu,
sebagaimana juga tidak melarang
untuk mengerjakan sesuatu kecu-
ali karena mudarat yang terdapat
di dalamnya. Dengan demikian, Is-
lam menempatkan ketentuan per-
intah maupun larangan sebagai sa-
rana untuk menjamin kebahagiaan
dan keselamatan yang abadi, lak-
sana rambu-rambu lalu lintas bagi
pengguna jalan raya yang dapat
memberikan keamanan dalam per-
jalanan (Ibrahim, 1986:5).
Sebagai salah satu contoh per-
intah Tuhan untuk mencapai keba-
hagiaan di dunia dan di akhirat
adalah masalah perkawinan yang
mengandung kehidupan makruf,
sakinah, mawaddah dan rahmah.
Tuhan memberi petunjuk tentang
perkawinan yang baik dan buruk,
tetapi manusia kadang-kadang sa-
lah menafsirkan. Dari luar menu-
rut penilaian masyarakat keliha-
tannya baik, tetapi belum tentu
baik menurut penilaian yuridis. Se-
bagai contoh dalam tulisan ini pe-
nulis kemukakan beberapa kasus
perkawinan antaragama yaitu,
Pertama pada masa tahun 1975
hingga tahun 1985 terjadinya per-
istiwa perkawinan orang Islam
dengan non-Muslim yang dilaku-
kan di kantor catatan sipil, kemu-
dian dewasa ini juga masih terjadi
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perkawinan beda agama pasangan
warga negara Indonesia namun
pernikahan dilaksanakan di luar
negeri guna melegalkan perkawin-
an mereka, hal tersebut mengingat

di Indonesia perkawinan beda aga-

ma tidak memiliki payung hukum,
selanjutnya pasca pernikahan pa-
sangan pengantin pulang ke Indo-
nesia sebagaimana layaknya suami
isteri. Kedua, seorang pria non-
Muslim masuk agama Islam guna
memenuhi persyaratan agar ia bo-
leh kawin dengan wanita Muslim,
kemudian setelah perkawinan ter-
laksana dan beberapa waktu ke-
mudian pria tersebut kembali ke
agamanya semula (murtad).
Realita perkawinan campuran,
kerap kali terjadi di masyarakat
Indonesia sehingga penulis merasa
perlu untuk mereview peristiwa
tersebut konteksnya dengan nor-
ma hukum Islam yang melarang
kawin campuran atau kawin beda
agama konteksnya dengan pera-
turan perundang-undangan ten-
tang perkawinan Indonesia yang
tidak secara tegas melarang per-
kawinan dimaksud. Jika di tinjau
dari aspek mayoritas penduduk
Indonesia, jumlah terbesar masya-
rakatnya menganut agama Islam,
namun di dalam hal produk hu-
kum perkawinan, sama sekali ti-
dak memiliki roh hukum Islam gu-
na mengakomodir kepentingan

masyarakat yang mayoritas Mus-
lim. Hal ini tergambar pada Klau-
sula hukum perkawinan di Indo-
nesia yang seakan memberi pe-
luang terhadap perkawinan cam-
puran sebagaimana kultur sosial
yang masih berlaku serta diabai-
kan kelangsungannya dalam kehi-
dupan bangsa Indonesia yang pada
akhirnya dapat menimbulkan ke-
khawatiran munculnya alasan
pembenaran terhadap kawin cam-
puran oleh masyarakat padahal
bertentangan dalam sudut pan-
dang semua norma agama, norma
sosial serta ataupun norma hukum
positif di Indonesia.

B. Realita Perkawinan
Campuran dalam
Masyarakat
Beberapa peristiwa yang

menggambarkan suatu realita per-

kawinan campuran antara peng-
anut agama melalui kantor catatan

sipil di Indonesia yang sempat di-

abadikan melalui media masa di

era tahun 1975 hingga tahun 1986

sebagai berikut:

Perkawinan Ir. Silvanus (man-
tan Gubernur Kalimantan Tengah)
seorang yang beragama Kristen
dengan G.R.A.Y Kus Supiah yang
beragama Islam di Keraton pada
tahun 1975, mereka tetap mem-
pertahankan agama masing-ma-
sing. Perkawinan mereka tetap
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harmonis sedangkan mengenai
agama anak mereka di kemudian
hari tidak ada masalah sebab hal
tersebut tergantung keinginan
anaknya kelak mana yang lebih
berkesan pada jiwanya, demikian
menurut Kus Supiah saat itu ber-
domisili di Solo (Setia, 1986: 57).
Perkawinan beda agama an-
tara Putra di Keraton Solo bernama
Bandoro Raden Mas Susatya SH
yang beragama Kristen dengan
Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah
putri Paku Buwono XII beragama
Islam, Agustus 1986 diberitakan
bahwa perkawinan paling meriah
dan paling besar dalam kurun wak-
tu itu. Keduanya memutuskan un-
tuk tetap pada agamanya masing-
masing sehingga jalan tengah di-
cari: “Kawin di Catatan Sipil”.
Menyikapi kawin campur atau
beda agama ini, menurut Paku
Buwono XII, mengingat keduanya
sudah dewasa dan sudah berpikir
matang, dan perkawinan beda
agama bukan masalah. Selanjut-
nya pengantin wanita menambah-
kan bahwa yang dibutuhkan ada-
lah cinta dan kesungguhan se-
dangkan mengenai status agama
anak nantinya jika kami sudah seia
sekata hal tersebut mudah diatasi,
pokoknya kami yakin bisa bahagia.
Selanjutnya Di Kudus Jawa Teng-
ah, seorang hakim yang taat dalam
melaksanakan syariat Islam, telah

kawin melalui Catatan Sipil deng-
an seorang wanita Katolik pada ta-
hun 1975, hasil perkawinan mem-
peroleh 3 (tiga) orang anak, ke-
tiganya setiap hari minggu selalu
turut serta dengan ibunya (istri) ke
gereja. Sementara si Hakim tetap
menjalankan shalat 5 (lima) waktu
sehari semalam tanpa merasa di-
ganggu, pada bulan Ramadhan si
Hakim juga menjalankan ibadah
puasa sementara si istri berikut
anaknya menyiapkan keperluan
makan sahur suaminya (Setia,
1986:58).

Selain paparan perkawinan
yang pada awalnya memang ber-
beda agama sebagaimana di atas,
berikut ini juga dipaparkan perka-
winan orang non muslim yang
menjadi muallaf demi terealisasi-
nya sebuah perkawinan yang ia
inginkan, sebagai berikut:

Siti Mardiah binti Abu Yahya,
umur 27 tahun agama Islam meni-
kah dengan Junaedi bin Manab
umur 32 tahun beragama non-
muslim, menikah secara Islam di
KUA Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, setelah dikaruniai
lima orang anak, suami (Junaedi
bin Manap) kembali ke agamanya
semula non Islam (murtad). Maka
otomatis mereka harus diceraikan
berdasarkan Penetapan Pengadil-
an Agama Jakarta Barat Nomor
37/L/1985 tanggal 11 Mei 1985.
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Demikian halnya Leginingsih
binti Legito Amir, umur 23 tahun
beragama Islam menikah secara
Islam di KUA Kecamatan Kebayor-
an Lama, dengan laki-laki muallaf
bernama Supartono, SH bin Joso-
widagdo umur 37 tahun diputus-
kan cerai dengan penetapan peng-
adilan Agama Jakarta Selatan
tanggal 27 Oktober 1983 Nomor
394/1983, setelah mendapat em-
pat orang anak dari suaminya yang
muallaf ternyata suaminya kem-
bali ke agamanya semula (mur-
tad).

Seorang laki-laki Islam meni-
kah dengan seorang wanita non-
Islam selama sepuluh tahun dika-
runiai 7 (tujuh) orang anak, empat
sudah masuk Islam tetapi tiga
orang tetap non-Islam, sebab me-
nurut jejak ibunya yang tetap
konsekwen tidak mau mengikuti
agama suaminya. Dalam kondisi
yang demikian suami dari perem-
puan tersebut menjadi sangat se-
dih sebab misinya sebagai seorang
kepala rumah tangga tidak ber-
hasil membawa anak dan istrinya
menjadi Islam, dengan demikian
menurut Fatwa MUI perkawinan
yang demikian haram hukumnya
(Amrullah, 1987:4).

Selain perkawinan orang Islam
dengan muallaf yang kembali mur-
tad, peristiwa perkawinan beda
agama di luar Islam pun ternyata

mendapat pertentangan oleh aga-
ma yang mereka anut, sebagaima-
na perkawinan antara penganut
Yahudi dengan Katolik sebagaima-
na dialami oleh Martin keturunan
Rusia beragama Yahudi namun ia
tidak fanatik dalam menjalankan
perintah agamanya, meski tidak
dapat dikatakan tidak beragama,
sangat berbeda dengan kekasihnya
Kathleen yang sangat fanatik deng-
an agama Katolik yang dianutnya.
Ketika Martin menyampaikan ke-
pada ibu Kathleen bahwa mereka
telah saling jatuh cinta dan ingin
melaksanakan perkawinan, ibu
Kathleen langsung jatuh pingsan
dan memerlukan perawatan medis
sedangkan ayah Kathleen menya-
takan penolakan dengan tegas ser-
ta mengancam untuk memutuskan
hubungan orang tua dan anak ser-
ta akan dilakukan upacara berka-
bung, jika anaknya melakukan ka-
win beda agama. Dengan adanya
sikap keras kedua orang tuanya
yang tidak menyetujui perkawinan
tersebut, mereka memutuskan me-
larikan diri dan dinikahkan oleh
pejabat nikah di tempat lain.
Setelah perkawinan tersebut,
Martin mencoba menempatkan
istrinya di rumah orang tuanya
dengan harapan perkawinan me-
reka dapat berjalan lancar, ternya-
ta istri Martin mendapat cercaan,
selanjutnya Martin berupaya agar
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berdamai dengan mertuanya teta-
pi ditolak dan mendapat perten-
tangan yang keras oleh orang tua
istrinya. Dalam kondisi yang sulit
tersebut mereka saling salah
menyalahkan dan akhirnya mere-
ka sepakat untuk tidak mempunyai
anak, akan tetapi kehadiran se-
orang anak ternyata tetap tak da-
pat terhindarkan, bahkan anak
yang lahir seorang laki-laki.

Dengan kehadiran anak laki-
laki ini, menimbulkan konflik per-
kawinan yang semakin meningkat,
sebab Martin sebagai suami ingin
anaknya di-khitan sebagai Yahudi,
sedangkan isteri yang Katolik ingin
anaknya diBabtis sebagai penga-
nut agama Katolik. Dengan adanya
pertentangan suami-istri tersebut,
pengurus rumah sakit setempat
tidak mau mengkhitankan anak
tersebut jika tidak ada izin dari ibu
yang melahirkannya. Dengan tidak
terlaksananya pengkhitanan terse-
but, maka Kathleen segera mem-
baptis anaknya menjadi seorang
Katolik.

Memperhatikan sikap sang
istri, Martin sangat marah dan
kembali ke orang tuanya yang ke-
betulan mau menerimanya sebagai
seorang Yahudi asalkan Martin
menceraikan istrinya. Manakala
gagasan bercerai disampaikan
Martin kepada istrinya, Martin
mendapat jawaban: 7 was born a

Catholic, I will die a Catholic and
Catholic do not believe in divorce
(saya dilahirkan dari Agama
Katholik, maka saya akan mati
sebagai penganut Agama Katholik
dan dalam Agama Katholik tidak
mengenal adanya perceraian).
Usaha perceraian pun gagal karena
Kathleen telah berpegang pada
prinsip agamanya tersebut. Selan-
jutnya lima tahun kemudian lahir
lagi anak perempuan, setelah ber-
umur lima tahun Martin membu-
juk anaknya untuk turut bersama-
nya, tetapi ia mendapat jawaban
dari anak tersebut: “I'm Mothers
little girl, and your not my Daddy
Jyou are Jew” (Saya anak Ibu saya,
dan kamu bukanlah bapak saya
karena kamu seorang Yahudi)
(Sudin, 1985:35).

Perkawinan campuran seba-
gaimana dipaparkan di atas pada
dasarnya berawal pergaulan antar-
jenis remaja yang bebas dan makin
meluas. Dimana saja dan kapan
saja serta kepada siapa saja mereka
dengan mudahnya mencurahkan
isi hati atau perasaan cintanya,
tanpa memperdulikan norma
agama maupun norma sosial yang
mengatur etika dan tatacara
pergaulan, hanya sedikit remaja
yang menyadari pentingnya tata
aturan dalam bergaul guna masa
depan mereka di kemudian hari.

Hanan dan Abraham Stone
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mengungkapkan pendapatnya:
“Jika mereka ingin menikah hanya
karena sudah mencapai hubungan
romantik dan merasa saling ter-
tarik antara satu dan lainnya, na-
mun mereka (remaja) tidak memi-
kirkan kemungkinan bahaya dan
bencana yang mesti mereka hadapi
dalam kehidupan rumah tangga
mereka kelak” (Sudin, 1971:36).
Dari pemaparan tentang per-
kawinan beda agama di atas
memang merupakan polemik yang
sangat memprihatinkan dalam hu-
kum Islam dan juga para ahli hu-
kum lainnya. Persoalannya sangat
sederhana yaitu karena alasan sa-
ling suka dan saling cinta-men-
cintai. Jika sudah berbicara saling
mencintai, maka upaya kesadaran
hukum bagi pasangan yang ber-
beda keyakinan tidak lagi bersan-
darkan padalogika nurani hukum.
Sebuah 7brah (pelajaran) yang
seyogyanya dapat dicermati oleh
manusia yang memiliki akal dan
hati nurani bahwa kawin campur
diibaratkan seekor ayam betina
mengerami telur bebek yang akhir-
nya setelah telur menetas (anak-
nya lahir) ternyata tidak menye-
nangkan atau tidak membawa rasa
bahagia kepada si induk ayam,
melainkan kegelisahan, kekhawa-
tiran, dan rasa cemas berkepan-
jangan yang sebelumnya tidak per-
nah dibayangkan, sebab anak

bebek saat melihat sungai mereka
terjun ke air, sedangkan induk
ayam yang mengeraminya ribut
berkotek di darat sepanjang hari.
Mereka tidak pernah bersatu baik
dalam pikiran, perasaan dan sikap
(way of life), lantas bagaimana
mungkin kebahagiaan keluarga
ayam dan bebek tersebut dapat
terwujud? (Ibrahim, 1986:5).

Jbrahayam dan bebek tersebut
mengandung hikmah yang sangat
bermakna bagi manusia selaku
makhluk yang memiliki akal guna
menimbang baik dan buruk sebe-
lum melakukan perkawinan cam-
puran. Sehubungan dengan per-
kawinan campuran ini pula, James
Leslie McCary dalam bukunya
Freedom and Growth in Mirriage
mengatakan bahwa perkawinan
dengan pasangan yang berbeda
agama, frekuensi perceraiannya
dua atau tiga kali lebih besar dari
pada perkawinan dengan pasang-
an yang tidak berbeda agama
(McCary, 1985:35).

Andaikan manusia kembali ke-
pada nuraninya dan berpikir jernih
bahwa rumah tangga atau perka-
winan beda agama merupakan sa-
lah satu konflik perkawinan seperti
beberapa kasus putusnya perka-
winan sebagaimana penetapan
pengadilan agama di atas, sebagai-
mana halnya peristiwa nikah
antaragama yang dialami Martin
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(pria keturunan Rusia beragama
Yahudi) dengan Kathleen (wanita
beragama katolik).

Khususnya bagi umat Islam da-
lam hal ini norma hukum Islam
sangat memegang peranan pen-
ting untuk diketahui dan dipahami
terutama dalam menanamkan si-
kap mental yang senantiasa ber-
pihak kepada Allah serta setiap
saat dan waktu rela mengorban-
kan kepentingan dirinya demi
mengikuti apa yang diwahyukan
Allah. Dalam hal ini, tidaklah naif
jika para remaja mengambil per-
bandingan bagi orang tua yang
mentaati norma agama sejak me-
reka usia remaja hingga melang-
sungkan pernikahan patuh dan
taat dengan ketentuan agama yang
dianut.

C. Perkawinan Campuran
dalam Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

1. Perkawinan Campuran dalam
Perspektif Hukum Islam
Dalam paparan ini penulis

mengetengahkan minimal ada (ti-

ga) versi yang perlu diungkapkan:
Versi pertama,- Islam tidak

mengenal perkawinan antar peme-

luk agama atau perkawinan cam-

puran, karena perkawinan yang di-

perkenankan dan telah diatur se-

cara normatif sebagai dispensasi

dalam Al-Quran surat al-Maidah
ayat 5 tidaklah termasuk perka-
winan dengan penganut-penganut
agama Islam sebelum Nabi
Muhammad Saw.

Sebagai dalil yang menjadi
asas versi ini ialah Al-Quran surat
al-Baqarah ayat 221 (Q. II:221),
yang terjemahannya sebagai beri-
kut:
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“Dan janganlah kamu menikahi
wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya
wanita budak yang mukmin lebih
baik dari wanita musyrik, walau-
pun dia menarik hatimu. dan
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janganlah kamu menikahkan

orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak
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ke neraka, sedang Allah mengajak
ke surga dan ampunan dengan
izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-
Nya) kepada manusia supaya
mereka mengambil pelajaran”
(Departemen Agama, 1991:43)

Konteksnya dengan ayat di
atas bahwa asbabun nuzul (sebab-
sebab turunnya) al-Quran Q. II:
221 tersebut, Ibnu Abi Mursid
Khanawi memohon izin kepada
Nabi Muhammad Saw., agar dia
diizinkan menikah dengan wanita
musyrik yang sangat cantik dan
amat terpandang dalam sukunya.
Pada waktu itu Rasulullah Saw.,
berdoa kepada Allah, kemudian
turunlah al-Quran surat IT ayat 221
tersebut yang melarang; laki-laki
muslim menikah dengan wanita
musyrik dan wanita muslim meni-
kah dengan laki-laki musyrik
(Saleh, 1980:27).

Dalam riwayat lain diceritakan
bahwa asbabun nuzul (sebab-
sebab turunnya) al-Quran Q. II:
221, Abdullah bin Rawahaih mem-
punyai seorang hamba sahaya (bu-
dak perempuan) yang amat hitam.
Suatu hari ia sangat marah kepada
budak tersebut serta memukulnya,
tetapi kemudian ia menyesal dan
menceritakan peristiwa tersebut
kepada Nabi Muhammad Saw. dan
menyatakan tekadnya sebagai

penebus penyesalan maka ia meni-
kahi budak perempuan tersebut,
sementara teman-temannya pada
waktu itu sangat melecehkan tin-
dakan Abdullah bin Rawahaih, na-
mun ia tetap melaksanakan niat- -
nya, maka sebagai pembenaran-
nya dikabarkan oleh Nabi Muham-
mad Saw. dengan turunnya Q. II:
221 tersebut bahwa seorang ham-
ba sahaya (budak) yang muslim le-
bih baik dari pada wanita musyrik.
(sumber riwayat Al-Wahidi dari
Assu’udi dari Abi maliki yang di-
terimanya dari Ibnu Abbas ra)
(Saleh, 1980:28).

Dari peristiwa di atas yang
menyebabkan turunnya ayat Al-
Quran sebagaimana telah diurai-
kan dalam versi pertama ini bahwa
tidak dikenal menurut hukum Is-
lam ketentuan tentang perkawin-
an antar pemeluk agama. Dalam
rumah tangga suami-istri mesti sa-
ling mempercayai, sehingga tidak
ada rahasia di antara mereka, apa-
lagi rahasia yang berkaitan dengan
taktik atau strategi pengembangan
agama Allah dalam rumah tangga
yakni Islamisasi anak dan keturun-
an yang tentunya akan menimbul-
kan satu konflik perkawinan akan
segera terwujud dalam rumah
tangga pasangan yang melakukan
perkawinan beda agama tersebut.

Oleh sebab, itu Allah melarang
Yahudi dan Nasarani (Kristen)
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sebagai pimpinan, di antaranya
untuk menjadikan dia sebagai ibu
dari anak-anaknya. Jika dicermati
dengan seksama Qur’an surat al-
Maidah ayat 51, ternyata perka-
winan antaragama merupakan
suatu proses yang bersifat laten,
mendangkalkan keyakinan ber-
agama masing-masing yang men-
yebabkan hilangnya arti nilai
peranan hukum agama dalam
hidup dan kehidupan rumah
tangga.

Konteksnya dengan persoalan
tersebut Majelis Ulama Indonesia
berdasar Musyawarah Nasional I
tanggal 26 Mei -1 Juni 1980 di
Jakarta, yang telah atau diumum-
kan kembali pada tanggal 8
Nopember 1986, mengeluarkan
fatwa bahwa mengharamkan per-
kawinan antara orang-orang Mus-
lim dengan non-Muslim termasuk
yang dimaksudkan dalam fatwa
tersebut adalah perkawinan laki-
laki Muslim dengan wanita ahlul
Kitab (Yahudi atau Nasrani). Keha-
raman tersebut dengan pertim-
bangan karena mafsadatnya (ba-
hayanya) lebih besar dari masla-
hatnya. (Andi hamid Amrullah,
1987:4)

Meski demikian ada pengecua-
lian seperti diterangkan dalam Al-
Quran surat Al-Maidah ayat 5 (Q.
V:5):
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“Pada hari Ini dihalalkan bagimu
yang baik-baik. makanan (sembe-
lihan) orang-orang yang diberi Al
Kitab itu halal bagimu, dan makan-
an kamu halal (pula) bagi mereka.
(dan dihalalkan mengawini) wani-
ta yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beri-
man dan wanita-wanita yang men-
Jaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu, bila kamu Telah membayar
mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan mak-
sud berzina dan tidak (pula) men-
Jjadikannya gundik-gundik.
barangsiapa yang kafir sesudah
beriman (Tidak menerima hukum-
hukum Islam) Maka hapusiah
amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi”
(Departemen Agama, 1991:158)
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Pengecualian yang ditentukan
Allah dalam Q.V:5 dalam argu-
mentasi ini tidaklah termasuk per-
kawinan antaragama, tetapi tetap
merupakan perkawinan dengan
penganut-penganut agama Islam
sebelum Nabi Muhammad Saw.,
Yahudi dan Kristen bukanlah
termasuk keturunan Al-Kitab yang
laki-lakinya diizinkan menikah
dengan wanita Yahudi dan Kristen
(Mahmouddin Sudin, 1985: 35).

Versi kedua, beranggapan bah-
wa perkawinan antar pemeluk
agama dianggap sah apabila lelaki-
nya Muslim. Jika versi pertama
mengemukakan dalil Al-Qur’an
surat al-Bagarah ayat 221 beserta
asbabun nuzulnya diterima secara
kuat, tetapi alasan versi yang ke-
dua yaitu pengecualian yang di-
atur oleh Allah dalam Al-Qur’an
surat al-Maidah ayat 5 memper-
tahankan laki-laki Muslim meni-
kah dengan wanita-wanita Ahlul
Kitab termasuk didalamnya Yahu-
di dan Kristen. Namun apabila
wanitanya yang Muslim sedang-
kan laki-lakinya Yahudi atau
Kristen, maka tetap tertolak untuk
dinikahkan.

Dihubungkan dengan Al-
Quran surat al-Maidah ayat 5
tersebut, bahwa khusus terhadap
orang yang beragama Yahudi dan
Nasrani, meskipun dalam kenyata-
an sekarang mereka berbeda aga-

ma dengan orang Islam, tetapi ter-
hadap mereka berlaku ketentuan
sendiri. Wanita-wanitanya halal
dikawini, alasannya adalah karena
mereka itu sebenarnya sama-sama
kedatangan Kitab Ilahi seperti
orang Islam pula. Mereka disebut
Ahlul Kitab, yaitu orang yang
kedatangan Kitab Tuhan (Thalib,
1981:57).

Dengan demikian, Prof. Mah-
mud Yunus mengemukakan, laki-
laki Muslim boleh mengawini
perempuan Yahudi atau Nasrani,
tetapi perempuan Muslimah tidak
boleh dikawinkan dengan laki-laki
Yahudi atau Nasrani (Yunus,
1981:50).

Versi Ketiga, merupakan pen-
dapat moderat, sebagai solusi an-
tara kedua versi di atas, tetapi ma-
sih dalam konteks mendalilkan
argumentasinya dari Al-Quran
dan Hadis Rasulullah Saw. Versi
ketiga ini merupakan argumentasi
penulis mengacu pada Q. II: 221,
secara penuh konsekwen penulis
tetap mengakui sebagai asas yang
qath’i. Hanya saja yang menjadi
persoalan sekarang dalil penge-
cualian atau alasan hukum yang
membenarkan laki-laki Muslim
menikah dengan wanita Ahlul
Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani
menurut Al-Qur’an surat Al-
Maidah ayat 5 sebagaimana telah
disebut di atas.
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Penulis mendukungnya deng-
an tambahan argumentasi berda-
sarkan Al-Qur'an surat IV ayat 34
dan Al-Qur’an surat LXV (at-Talaq)
ayat 6. Dasar Al-Quran surat IV
ayat 34 dimaksud, yaitu:
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“Kaum laki-laki itu adalah
pemimpin bagi kaum wanita, oleh
Karena Allah Telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita),
dan Karena mereka (laki-laki)
Telah menatkahkan sebagian dari
harta mereka. sebab itu Maka
wanita yang saleh, ialah yang taat
kepada Allah lagi memelihara diri
ketika suaminya tidak ada, oleh
Karena Allah Telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya,
Maka nasehatilah mereka dan

pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka
mentaatimu, Maka janganlah
kamu mencari-cari jalan untuk

- menyusahkannya. Sesungguhnya

Allah Maha Tinggi lagi Maha
besar” (Departemen Agama,
1991:123)

Sedangkan Al-Qur'an surat
LXV (at-Talaq) ayat 6 dimaksud,
yaitu:
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“Tempatkanlah mereka (para
isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. dan jika mereka
(isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, Maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, Kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)-
mu untukmu Maka berikanlah
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kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan

baik; dan jika kamu menemui

kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu)
untuknya” (Departemen Agama,
1991:946).

Alasan penulis mencantumkan
2 ayat al-Quran sebagai dalil pen-
dukung dalam versi ini adalah:
Pertama Al-Quran surat IV ayat 34,
bahwa Allah melebihkan sebagian
laki-laki dari wanita, baik fisik
maupun psikis (akal). Dengan ada-
nya kelebihan tersebut laki-laki
diberi hak sebagai Kepala Keluarga
dalam rumah tangga suami-istri.
Konsekwensi logis dari itu adalah
kepada laki-laki (suami) diberi ke-
wajiban memberi nafkah baik ke-
pada isteri maupun anak-anaknya.
Kedua, Al-Quran surat at-Talaq
ayat 6 bahwa kepada suami di-
pikulkan pula kewajiban memberi
tempat tinggal yang tetap kepada
istri dan anak-anaknya di mana
suami bertempat tinggal. Seakan-
akan ada kewajiban patrilokal di
mana suami bertempat tinggal di
situ istri bertempat tinggal. Selan-
jutnya alasan ketiga, berdasarkan
Q.1I: 233
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Kewajiban ayah (suami)
memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara
ma’ruf ...” (Departemen Agama,
1991:57).

Adapun alasan keempat ber-
dasarkan QS. Al-Baqarah: 232 dan
at-Tahrim ayat 6. Dalam QS. Al-
Bagarah: 232 dinyatakan:
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“Apabila kamu mentalak isteri-is-
terimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila
Telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma’ruf
Itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman di an-
tara kamu kepada Allah dan hari
kemudian...” (Departemen Aga-
ma, 1991:56)

Dalam Q.S. al Baqarah: 232,
bahwa yang berhak menjadi wali
nikah jika anak-anak wanita yang
telah dewasa mau menikah adalah
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ayah atau bapak. Tidak sah nikah
seorang wanita tanpa wali nikah
(ayah).

Sedangkan Q.S. at-Tahrim
ayat6:
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“Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluarga-
mu dari api neraka yang bahan
bakarnya adalah manusia dan ba-
tu; penjaganya malaikat-malaikat
yang kasar, keras, dan tidak men-
durhakar Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan” (Departemen Aga-
ma, 1991:951)

Dari surat at-Tahrim ayat 6:
Allah memerintahkan agar seluruh
anggota keluarga suami-istri dan
anak-anaknya mempunyai kesatu-
an cita (mutual idée) agar terhin-
dar dari siksa neraka dengan cara
menyembah Allah Swt. Selain itu
hadir Rasul juga memerintahkan
kepada suami (ayah) untuk men-
jaga keluarganya (istri) beserta
anak-anak agar terhindar dari api

neraka, supaya mereka dituntun
masuk surga yang diridhai Allah.
Berdasarkan pada asas hukum
Islam di atas bahwa figur suami se-
bagai kepala rumah tangga harus-

~ lah kuat dan tangguh dan dapat

bertindak sebagai nahkoda perahu
rumah tangga untuk mengarungi
kehidupan yang penuh dengan rin-
tangan dalam mencapai keharmo-
nisan rumah tangga yakni keluar-
ga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah penuh keridhaan Allah
Swt.

Alasan dituntut kepada laki-la-
ki harus kuat, tabah, bijaksana dan
berwibawa serta takwa juga taat
menjalankan ibadah kepada Allah
sebagai seorang Muslim, maka la-
ki-laki yang demikian barulah dia
diperkenankan untuk mendapat
dispensasi boleh menikah dengan
wanita Ahlul Kitab. Sebab dengan
kepribadian Muslim yang taat dan
bertaqwa tersebut dia akan me-
mimpin istri dan anak-anaknya se-
suai dengan ajaran Islam menuju
ridha Allah. Jika tidak memiliki ka-
tegori atau persyaratan yang demi-
kian secara rasional, maka laki-laki
tersebut tidak diperkenankan
untuk mendapat dispensasi secara
hukum Islam sebagaimana yang
diatur dalam Al-Quran Surat Al-
Maidah ayat 5 tersebut.
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2. Perkawinan Campuran
dalam Undang-Undang No. 1
tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, menu-
rut penulis tidak mengatur tentang
perkawinan antara agama, seba-
gaimana ketentuan Pasal 2 ayat
(1), disebutkan: Perkawinan ada-
lah sah, apabila dilakukan menu-
rut hukum masing-masing agama-
nyadan kepercayaannya itu.’

Dari Pasal 2, Undang-Undang
No. tahun 1974, dijelaskan bahwa
dengan perumusan pada pasal ter-
sebut tidak ada perkawinan diluar
hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu, sesuai
dengan Undang-Undang dasar
1945. lebih lanjut dijelaskan bah-

wa yang dimaksud dengan hukum

masing-masing agamanya dan ke-
percayaannya itu termasuk keten-
tuan perundang-undangan yang
berlaku bagi golongan agamanya
dan kepercayaannya itu sepanjang
tidak bertentangan atau tidak di-
tentukan lain dalam undang-un-
dang ini.

Sedangkan dalam Pasal 8 hu-
ruf f dalam Undang-Undang Per-
kawinan tersebut juga menyata-
kan bahwa perkawinan dilarang di
antara dua orang yang mempunyai
hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin. Demikian juga jika

diperhatikan Pasal 57 masih me-
nurut ketentuan Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
bahwa perkawinan campuran ada-
lah perkawinan yang dilakukan
oleh dua orang yang di Indonesia
tunduk kepada hukum yang ber-
lainan, karena perbedaan kewar-
ganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Asing dan
salah satu pihak berkewargane-
garaan Indonesia.

Untuk Pasal 8 dan Pasal 57,
dalam penjelasan undang-undang
tersebut hanya dinyatakan “cukup
jelas”, padahal jika dicermati deng-
an seksama dari kedua pasal ter-
sebut masih memerlukan penjelas-
an yang lebih rinci guna menghin-
dari berbagai persepsi yang dapat
merugikan kelompok ataupun go-
longan tertentu khususnya dalam
hal normalisasi kehidupan keluar-
ga yang kawin berbeda agama agar
tidak terjadi konflik perkawinan
yang berkepanjangan dikemudian
hari, ataupun strategi seseorang
non-Muslim yang kawin dengan
orang Islam atau sebaliknya agar
kelak terjadi integrasi keyakinan
melalui perkawinan campuran
antaragama.

Dari substansi hukum yang ter-
dapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 8
huruf f dan pasal 57 Undang-Un-
dang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 tersebut, penulis berpenda-
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pat bahwa perkawinan campuran
antaragama belum diatur secara
tegas dalam Undang-Undang Per-
kawinan di Indonesia. Dan jika ada
perkawinan campuran antar aga-
ma, maka harus berpegang kepada
ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari
Regeling op de Gemengde
Huwelijken Staatblad 1898 Nomor
158, padahal jika merujuk pada
Undang-Undang Perkawinan No. 1
tahun 1974 Pasal 66, bahwa:

Untuk perkawinan dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Un-
dang-undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-undang ini ke-
tentuan-ketentuan yang diatur da-
lam Kitab Undang-undang Hukum
perdata (Burgerlijks Wetboek),
Ordonantie Perkawinan Campur-
an Indonesia Kristen (Huwelijks
Ordonantie Christen Indonesiers
S. 1933 No 74), Perraturan Per-
kawinan Campuran (Regeling op
de gemengde Huwelijken S. 1898
No. 158) dan peraturan-peraturan
lain yang mengatur tentang per-
kawinan sejauh telah di atur dalam
undang-undang ini, dinyatakan ti-
dak berlaku.

Berdasarkan isi Pasal 66 Un-
dang-Undang Perkawinan No. 1
tahun 1974 inilah yang menyebab-
kan praktik perkawinan campuran
antaragama tetap berlangsung
hingga sekarang oleh sebagian

masyarakat Indonesia meski teknis
pelaksanaan pernikahannya dila-
kukan di luar negeri, setelah proses
pernikahan kedua pasangan ber-
kewarganegaraan Indonesia ter-
laksana, mereka kembali ke Indo-
nesia untuk hidup sebagai pasang-
an suami-istri. Seharusnya agar ti-
dak terjadi penyalahgunaan dalam
penerapan isi pasal, titik tekan da-
lam produk hukum perkawinan
Indonesia mengacu pada fomena
sosial bahwa perkawinan antar-
agama umumnya memiliki dam-
pak negatif, selanjutnya ditinjau
dari segi univikasi norma agama
masyarakat Indonesia tidak mem-
bolehkan perkawinan antaragama,
perkawinan dinyatakan sah jika sa-
lah satu pasangan yang berbeda
keyakinan telah berpindah ke aga-
ma pasangannya. Perkawinan da-
pat dilaksanakan “harus dalam sa-
tu keyakinan atau seagama”, me-
rupakan bentuk penegasan pera-
turan yang seharusnya termuat da-
lam peraturan perundang-undang-
an. Dengan adanya penegasan ter-
sebut dimaksudkan agar tidak
muncul beragam penafsiran yang
dapat mengaburkan makna pasal
dalam produk perundangan-un-
dangan yang pada akhirnya men-
yalahi fungsi dari cita hukum.
Gustav Radbruch dalam tulis-
an Esmi Wanarsih menyatakan
bahwa cita hukum berfungsi se-
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bagai tolak ukur yang bersifat
regulatifdan konstruktif Tanpa ci-
ta hukum, maka produk hukum
yang dihasilkan itu akan kehilang-
an makna (Warassih, 2006:43).
Dari pernyataan Gustav tersebut
menunjukkan bahwa dalam pro-
duk hukum harus mengakomodir
nilai-nilai filosofis dalam pemben-
tukan peraturan perundang-un-
dangan. Hal ini tentu saja sangat
tergantung pada tingkat kesadaran
dan penghayatan akan nilai-nilai
tersebut oleh para aktor pemben-
tuk peraturan perundang-undang-
an. Sebab, dengan tidak dipahami-
nya secara utuh tentang landasan
filosofis dari cita hukum akan
membuat kesenjangan antara cita
hukum dengan norma hukum yang
dibuat. Peraturan perundang-un-
dangan yang dituangkan dalam
formulasi bahasa (Indonesia) seca-
ra tertulis, maka yang paling urgen
dipahami adalah makna dari pers-
pektif bahasa hukum dan logika.
Sebab, konstruksi pikiran yang ada
dalam peraturan perundang-un-
dangan itu dipengaruhi oleh sikap
dan pilihan nilai, ide serta gagasan
dari pemegang otoritas politik
pembuatnya, atau dengan kata
lain bahwa peraturan tersebut
sebagai produk politik, sehingga
hukum itu perlu dipahami melalui
pendekatan politik hukum dalam
konteks ruang dan waktu peratur-

an perundang-undangan itu diun-
dangkan.

D. Akibat Hukum dari

Perkawinan Campuran

Jika dilakukan analisis tentang
akibat hukum dari perkawinan
campuran dalam penulisan ini,
maka normatif yang digunakan
hanya mengandalkan hukum
Islam. Hal tersebut mengingat Un-
dang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Indonesia ti-
dak mengatur permasalahan yang
dibahas. Dalam hukum Islam se-
bagaimana versi pertama berda-
sarkan Fatwa MUI tanggal 1 Juni
1980 dan disampaikan pula pada
tanggal 8 Nopember 1986, maka
perkawinan antara pria Islam dan
wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan
Nasrani) adalah haram hukumnya.
Jika terjadi perkawinan campuran
dan menghasilkan anak, maka
anak-anaknya hanya bernasab ke-
pada ibunya saja dan tidak kepada
bapaknya, demikian juga anak ti-
dak mewarisi bagian harta dari
bapaknya.

Sedangkan jika versi kedua
yang dianut, maka perkawinan an-
tara pria Muslim dengan wanita
Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani
(lihat Al-Quran surat al-Maidah
ayat 5) akibat hukumnya sah sebab
sama dengan perkawinan pria
Muslim dengan wanita Muslim



Sadiani | Perkawinan Campuran antara Orang Muslim ... | 49

yang memenuhi rukun dan syarat
pernikahan. Dan jika perkawinan
mereka memiliki anak, maka anak
tersebut menjadi anak sah suami-
istri dan berhak mewarisi antara
harta ayah dengan anak, demikian
juga antara suami-istri. Sebaliknya
jika terjadi perkawinan wanita
Muslim dengan pria Ahlul Kitab,
maka akibat hukumnya perka-
winannya menjadi tidak sah, sama
seperti versi pertama.

Selanjutnya versi ketiga, jika
dipenuhi persyaratan laki-laki
yang beragama Islam yang memi-
liki ketaatan dan bertakwa kepada
Allah Swt. serta dapat membim-
bing istri dan anak-anaknya men-
jadi Muslim dan Muslimat, maka
akibat hukum dari perkawinan ter-
sebut menjadi sah, asalkan dipenu-
hi rukun dan syarat perkawinan se-
bagaimana yang telah ditentukan
dalam hukum perkawinan Islam.

Mengingat realita perkawinan
antaragama di Indonesia oleh se-
bagian pasangan yang berbeda
agama masih dijadikan alternatif
untuk mencapai suatu perkawinan
yang mereka inginkan, untuk
menghindari terulangnya peristi-
wa perkawinan campuran antar-
agama tersebut, perlu ketegasan
hukum secara formil (kelembaga-
an) dan materil (peraturan ter-
tulis) sebagai berikut:

Pertama, ketegasan secara for-

mil (kelembagaan), adanya kerja-
sama sama Majelis Ulama Indo-
nesia (MUI), DPR RI dan Mahka-
mah Agung serta mengikutserta-
kan semua Lembaga Keagamaan
lainnya di Indonesia dalam men-
yikapi persoalan perkawinan cam-
puran antaragama yang terjadi
Indonesia untuk dilakukan penin-
jauan ulang, mengingat maksud
dan tujuan isi pasal yang mengatur
tentang perkawinan campuran
(antara negara) yang berlaku di
Indonesia justru mengarah pada
pembenaran perkawinan campur-
an antaragama di Indonesia.
Kedua, ketegasan secara mate-
ril (peraturan tertulis), adanya fat-
wa tegas dari Majelis Ulama Indo-
nesia dan Lembaga Kegamaan
lainnya di Indonesia yang menya-
takan sah atau tidak sahnya perka-
winan campuran antara agama di
Indonesia. Selanjutnya pernyataan
tegas dari Lembaga Keagamaan
tersebut di sampaikan ke DPR RI
untuk dijadikan bahan produk
hukum atau guna mengamande-
men pasal yang tidak secara tegas
mengatur maksud dan tujuan per-
kawinan campuran di Indonesia.
Jika terjadi kesepakatan dari DPR
RI atas perubahan tentang maksud
perubahan isi pasal Perkawinan
Campuran antaragama, maka ke-
sepakatan amandemen peraturan
tersebut harus ada ketetapan se-
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cara sah dari Mahkamah Agung
Indonesia, untuk dapat dijadikan
payung hukum yang berlaku se-
cara nasional di Indonesia.

Khusus yang menangani per-

soalan umat Islam, lembaga yang

berwenang di Indonesia dalam
menentukan syarat laki-laki Mus-
lim dapat kawin dengan wanita
non-Muslim, secara teknis ditang-
ani oleh Kantor Urusan Agama
yang bertugas meneliti kelengkap-
an persyaratan administrasi perni-
kahan untuk tindak lanjuti pada
proses akad nikah. Selanjutnya ji-
ka selama perkawinan salah satu
pasangan murtad, maka keduanya
harus dilakukan fasakh nikah. Hal
ini sebagaimana maksud Pasal 116
huruf k, Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia putusnya perkawinan
dapat terjadi karena salah satu pi-
hak terjadi peralihan agama. De-
mikian pula menurut Imam Syafi’i
yang menyatakan alasan terjadi-
nya fasakh nikahapabila salah satu
pihak dari suami atau istri tersebut
murtad, maka dalam ketentuan
hukum Islam keduanya tidak da-
pat meneruskan pernikahannya
sebab makna nikah itu sendiri
mengandung maksud penghalalan
untuk melakukan hubungan jima
(al-Jaziri, 1983:233).

Dari paparan di atas memper-
tegas tentang status hukum dari
peristiwa perkawinan campuran

antaragama agar tidak dijadikan
alasan dalam menghalalkan per-
buatan yang dilarang dalam norma
agama maupun norma sosial.
Mengingat masyarakat Indonesia
yang kental dengan kehidupan
yang agamis dan keluhuran adat
istiadat yang melarang perkawin-
an campuran antara agama inilah
yang seharusnya dijadikan kontri-
busi dalam membuat produk hu-
kum perkawinan di Indonesia.

E. Penutup

Sebagai akhir dari tulisan ini,
guna menghindari terjadinya raha-
sia berkaitan dengan strategi peng-
embangan agama baik Islamisasi
atau Kritenisasi anak dan keturun-
an akibat perkawinan campuran
antar orang Muslim dan non-
Muslim sehingga menimbulkan
konflik perkawinan sebagaimana
paparan di atas, maka dalam hu-
kum Islam secara tegas melarang
perkawinan tersebut sebagaimana
dalil Al-Quran surat al-Baqarah
ayat 221 (Q. II:221) dan khusus
untuk masyarakat Indonesia seba-
gaimana dianulir dalam Fatwa
MUI tanggal 1 Juni 1980 dan juga
pada tanggal 8 Nopember 1986
bahwa perkawinan campuran atau
beda agama haram hukumnya.
Konteksnya penegasan hukum per-
kawinan dalam perspektif hukum
Islam dimaksud, maka Undang-
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Undang Perkawinan di Indonesia
harus memiliki substansi yang te-
gas dalam menuangkan isi klausul
yang terdapat dalam setiap pasal.
Jika terdapat kekeliruan penaf-
siran pemahaman yang mengha-
ruskan terjadinya anomali hukum,
maka Undang-Undang Perkawin-
an yang kini berlaku patut untuk
dilakukan perubahan pada bagian
pasal-pasal yang mengatur menge-
nai perkawinan campuran. Peru-

bahan dimaksud dapat dilakukan

dengan cara perombakan isi pasal
atau melalui penambahan Peratur-
an Pelaksana dari undang-undang
dimaksud. Hal ini mengingat peris-
tiwa perkawinan campuran terus
saja berlangsung terhadap masya-
rakat Indonesia laksana snow ball
yang terus bergulir sehingga cukup
rentan dan efektif bagi misionaris
agama tertentu dalam mengatur
strategi pengembangan agama
melalui perkawinan campuran.
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